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NAMA SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

1. Memahami Prosedur rencana Pengajuan, pencairan dan

pembayaran belanja terkait

2. Memahami regulasi yang berkaitan dengan Perjalanan

Dinas

3. Memahami Peraturan dan Ketentuan yang berlaku

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
Manual Mutu 1. Lembaran Kerja rencana kerja dan anggaran
2. Komputer/laptop/printer/scanner
3. Jaringan internet
4. Data-data pendukung
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan | 1. Daftar Nominatif
tepat waktu akan mengakibatkan |2. Surat Tugas
terhambatnya atas pelaksanaan kegiatan |[3. SPPD
dan potensi temuan BPK 4. Kuitansi
5. Rekap Perjalan Dinas




R - G sod seulp ueuejeliad uesoede) /
1 Meyt 1 jenquiaw jeis/eqefaq
ninyp SueA
Isuelsul ya|o luedueepueyip
addS| LS 'ensas adds SueA adds uesuap ueypingip| 9
8ueA seuip ueuejefiad
ueymyejpw jeis/ieqelad
addS| Meyt adds dd yajo lueduelepuelp adds| S
eN3aY/suelanas
1s| Heyt 1S ys|o lueduejepueylp 1S v
N\
adds Seuiq BION Iensas pdds
addS uep 1S} Mdeyt uep IS enquiaip yisidol) €
uep is uep wnuw ueideg ‘gqns
N\
Infniasip infn3asip "
ueynlelp SueA seuig ejoN
yej3 uedl peyt yejes Bued infnyaAuaw enyay/s1ieIaneS 4
Seulp eJoN Seulp eloN
A
EN1aY/siieanias
Seulp eIoN| WMeYyT |sSeulp ejoN ay uejeigay seuig| T
eliN uejnfe8uain ueiSeg
ueSuenay e y1siSo7 uep oms
NV 1ndino NDIVM 1._5_02%5 -qns jeis/ieqelad Add wnwn ‘gns 3 Seqey ueieiSay oN
ONVHILIDI N/suelanies
miva NLNIN VNVYS)V13d

SVNIA NVNVIVRi3d 4N1v




Jeis/ieqefad seuip ueuejeliad
uegeme(3uns3uenad

fdS| Meyt _,n_ml uByjISEIUSINOpUBW T
ueSuenay uejSeg qns
/]
ddq ‘uenun
‘DAIleUIWIOU jess/ieqelad seulp
fdS| Meyt T ueuejelsad ueyieAequisin| QT
1EHEP "A8dS ue8uenay ueideg qns
uep 1sueyny N
Aljeujwou seuip ueuejefiad ueseAequad
fdS| Meyt lejyep 1sesisiulwpe ueydelAusiy| 6
‘AgdS uep ue3uenay ueideg qns
Isuelini
og/deuidusw
jepn
dS/I310H ueSuena) ueideg
na/xep i ‘qns & uexinfe ip jnun
fdsf Heyt 1g9/311/INg9 seulp ueueleliad |seqjsiuiwpe 8
) seuip idey8uajaw jeis/ieqefad
ueuejeliad

wIng-1Hjng




TUJUAN

1.

Membantu KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pengajuan dan
pencairan perjalanan dinas berjalan cepat dan efisien

Agar kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan akuntabel
Memenuhi mekanisme pengajuan dan pencairan perjalanan dinas
dilengkapi dokumen pendukung

Memberikan pedoman dalam pengajuan dan pencairan perjalanan dinas

RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Pengusulan, Pencairan dan pembayaran

meliputi Pejalanan Dinas

DEFINISI :
1. SPM . Surat Perintah Membayar
2. PPK . Pejabat Pembuat Komitmen
3. SPBy . Surat Perintah Bayar
4. SP2D . Surat Perintah Pencairan Dana
5. PPSPM . Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
6. ST : Surat Tugas
7. SPPD . Surat Perintah Perjalanan Dinas
8. SPJ . Surat Pertanggungjawaban

RINCIAN PROSEDUR :

a. Masing-masing bagian mengajukan nota dinas kepada Sekretaris/Ketua
KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai
b. Nota dinas yang diajukan disetujui oleh Sekretaris/Ketua KPU Kabupaten



. Nota dinas yang telah disetujui diserahkan kepadasub bagian umum dan

logistik untuk dibuatkan Surat Tugas dan lembar Surat Perintah Perjalanan
Dinas

. Kemudian Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris atau Ketua KPU

Kabupaten Kepulauan Mentawai sedangkan untuk SPPD ditandatangani
oleh PPK KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

. Pejabat atau staf yang melakukan perjalanan dinas harus melengkapi SPPD

sebagai bukti dari perjalanan dinas
Semua dokumen perjalanan dinas harus dilengkapai oleh pelaku perjalanan
dinas dan kemudian diserahkan secara lengkap kepada sub bagian

keuangan.

. Sub bagian keuangan menyiapkan administrasi perjalanan dinas seperti

Nomintaif, rincian kuitansi, dan kuitansi perjalanan dinas

. Setelah dokumen perjalanan dinas lengkap dan semua administrasi

keuangan juga lengkap dilanjutkan dengan pembbayaran atas perjalanan
dinas

Sub bagian keuangan menyimpan dokumen terkait perjalanan dinas.



PENGESAHAN

. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian
sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan.

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Perjalanan Dinas maka Standar
Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.

. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.
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